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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  

NOMOR 29 TAHUN 2025 
TENTANG  

STANDAR HARGA SATUAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (5) 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan; 
 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 

II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah 
bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6914); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 

6523); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tantang Badan Usaha 
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6623); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

350); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
22. Peraturan Menteri Nomor Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor 11); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
3); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor 9); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS 
adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku 
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di suatu daerah. 

6. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU 
adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa. 

7. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat 
HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan 

fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk 
setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan 
SHS sebagai elemen penyusunannya. 

8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB 
adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja 

dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu 
kegiatan. 

9. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan 
rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk 
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu 

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar 
dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang 

akan datang. 
10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

11. Jasa adalah suatu kegiatan atau tindakan tak berwujud 
yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang 

bersifat ekonomis dan tidak menghasilkan transfer 
kepemilikan. 

12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan pengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

 

Pasal 2 
(1) Maksud penetapan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman 

bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan dan 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Tujuan pengaturan SHS adalah terwujudnya perencanaan 

dan pelaksanaan anggaran berdasarkan prinsip efisiensi, 

efektivitas, kepatutan dan kewajaran dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB II 

SHS 
 

Pasal 3 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS Barang dan 
Jasa di Daerah. 

(2) SHS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas: 
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a. SHS; 

b. SBU; 
c. HSPK; dan 

d. ASB. 
(3) Ketentuan mengenai SHS Barang dan Jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(4) Ketentuan mengenai besaran biaya SHS Barang dan Jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 
 

Pasal 4 
(1) SHS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 digunakan dalam: 

a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi 

prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif 
anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah; dan 

b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah. 
(2) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SHS 
Barang dan Jasa bersifat batas tertinggi yang besarannya 

tidak dapat dilampaui. 
(3) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SHS 

Barang dan Jasa bersifat: 
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat 

dilampaui; dan 
b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk 

karena adanya kenaikan harga pasar. 
 

Pasal 5 

(1) SHS Barang dan Jasa sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (4) sudah termasuk perkiraan perhitungan 

keuntungan, pajak pertambahan nilai, dan perkiraan 
inflasi. 

(2) Harga yang tercantum dalam kelompok Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sudah 
termasuk ongkos kirim. 

 
BAB III 

PERUBAHAN SHS 
 

Pasal 6 
(1) Jika terjadi perubahan harga pasar, maka terhadap SHS 

Barang dan Jasa yang berlaku dapat diusulkan perubahan 

oleh Perangkat Daerah. 
(2) Perubahan SHS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal 7 
(1) Dalam hal terdapat SHS Barang dan Jasa yang diatur 

dalam Peraturan Bupati ini melebihi SHS Barang dan Jasa 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang lebih tinggi, 

maka terhadap SHS Barang dan Jasa tersebut berlaku 
SHS Barang dan Jasa yang ditetapkan pemerintah yang 
lebih tinggi. 

(2) Dalam hal terdapat SHS Barang dan Jasa yang tidak 
tercantum dalam Peraturan Bupati ini, tetapi sudah diatur 

oleh pemerintah yang lebih tinggi, maka terhadap SHS 
Barang dan Jasa tersebut berlaku SHS Barang dan Jasa 

yang ditetapkan pemerintah yang lebih tinggi. 
(3) Jika pada SHS Barang dan Jasa tidak terdapat harga 

satuan Barang/Jasa yang akan digunakan oleh Perangkat 

Daerah, maka Perangkat Daerah dapat menggunakan 
harga satuan yang yang diperoleh melalui proses survei 

harga pasar terhadap minimal 2 (dua) penyedia yang 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Harga yang diperoleh melalui proses survei sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan komponen 

pajak, keuntungan, dan biaya angkutan/mobilisasi 
sepanjang perhitungannya dapat dipertanggungjawabkan 

dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, 
kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 8 

Usulan penambahan dan perubahan SHS Barang dan Jasa 
berupa SHS, SBU, HSPK, dan ASB oleh Perangkat Daerah 

harus melampirkan; 
a. surat usulan; 

b. berita acara atau lembar hasil survei yang ditandatangani 
penyedia dan petugas survei; dan 

c. surat pernyataan kebenaran hasil survei yang 

ditandatangani kepala Perangkat Daerah. 
 

BAB IV 
SHS DI DESA 

 
Pasal 9 

SHS Barang dan Jasa di Desa yang berada dalam wilayah 

Daerah mengacu pada SHS Barang dan Jasa yang diatur dalam 
Peraturan Bupati ini. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 10 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang 

Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2024 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak 
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berlaku. 

 
Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 
Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 23 September 2025  
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

                              ttd. 

 
SYAFRUDIN NOOR 

 
 

Diundangkan di Kandangan 
pada tanggal 23 September 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 
         ttd. 

 
MUHAMMAD NOOR 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2025 NOMOR 29 1234 

 



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 29 TAHUN 2025 

TENTANG 
STANDAR HARGA SATUAN 

 

I. STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG 
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
 

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai 
pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan dan 

pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas 

tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran 
maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari: 

1. satuan biaya honorarium; 
2. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan 
3. satuan biaya pemeliharaan; 

Standar harga satuan di lingkungan pemerintah daerah yang diatur dalam 
Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang 

ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan di Daerah. 
 

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM 
Satuan biaya honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang 
undangan, meliputi: 

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah. 
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah 

merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil 
Negara yang diberi tugas sebagai: 

1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara 
Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara 
Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran; 

1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 
1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja 
Perangkat Daerah; 

1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan 
1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara 

Penerimaan Pembantu. 

1.1.6. Pengurus Barang Milik Daerah 
Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada 

setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang 
dikelola penanggungjawab pengelola keuangan daerah untuk 

setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan 

honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai pengelolaan keuangan daerah. 
b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai 

penanggungjawab pengelola keuangan daerah telah 
diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
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penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan 

honorarium dimaksud. 
c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang 

mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran 
didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut 

dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran. 

d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum 
Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan 

honorarium dengan ketentuan: 
1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara 

Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola. 
2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 

dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang 
masing-masing. 

e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan 
ketentuan: 
1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa 

Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan 
wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen. 

2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada 
jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran. 

3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada 
Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan 
wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran 

honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh 
persen). 

f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan 
ketentuan: 

1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian 
kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat 
Daerah selaku Kuasa PenggunaAnggaran yang ditetapkan 

oleh Kepala Daerah. 
2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan 

pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa 
Pengguna Anggaran. 

3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat 
Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang 
memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling 

tinggi 50% (lima puluh persen). 
g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan 
Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai 

berikut: 
1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit 

Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur 
sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat 

Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 
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Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. 
2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan 
Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan 

pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan 
Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat 
Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. 
h. Bupati dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan 

bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara 

pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu 
diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran 
penerimaan yang dikelolanya. 

i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, 
bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan 

pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, 
yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud. 

j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium 
penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun 
anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang 

dikelola. 
 

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. 
1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. 

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang 
diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk 

melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui 
pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-

purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima 
tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, 

honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh 
persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan 
barang/jasa. 

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ 
Jasa. 

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pengadaan 
barang/ jasa untuk melaksanakan penyedia barang/jasa 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok 
Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket 

pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket 
pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, 

jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi 
terintegrasi). 

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota 
Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling 
banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta 

rupiah) per orang pertahun. 
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1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa 

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi 
tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan 

Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang 
berwenang. 

Dalam hal Unit KerjaPengadaan Barang dan Jasa sudah 
merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah 
diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat 
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium 

dimaksud. 
1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 

Acara, dan Panitia 
1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas 

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada 

pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan 
pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan 

dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, 
bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, 

lokakarya, focus group dicussion, dan kegiatan sejenis (tidak 
termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). 
Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian 

honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 
(enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel 

maupun individual. 
b. narasumber atau pembahas berasal dari: 

1) luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara 
atau masyarakat; atau 

2) dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara 

sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama 
kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat 

Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. 
c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal 

dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, 
maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh 
persen) dari honorarium narasumber/ pembahas. 

1.4.2. Honorarium Moderator 
Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, 

aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh 
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai 

moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, 
diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 
simposium, lokakarya, focus group dicussion, dan kegiatan 

sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan 
pelatihan). 

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan: 
a. moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat 

Daerah penyelenggara; atau 
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b. moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat 

Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi 
sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja 

Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. 
1.4.3. Honorarium Pembawa Acara 

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur 
sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang 
berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara 

dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, 
workshop, sarasehan, simposium, loka karya, dan kegiatan 

sejenis yang mengundang minimal Bupati/Wakil Bupati, 
dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas 

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau masyarakat. 
1.4.4. Honorarium Panitia 

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil Negara 

yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai 
panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, 

sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, 
lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang 

menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan 
Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/ atau 
masyarakat. 

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja 
sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, 

lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan 
panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus 

dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan 
urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran 

honorarium untuk anggota panitia. 
Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, 
jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 

10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan 
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan 

untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, 
jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling 

banyak 4 (empat) orang. 
1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 

Pelaksana Kegiatan. 

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat 

diberikan honorarium bagi pejabat pejabat eselon II, pejabat eselon 
III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim 

dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor 
sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

No. Jabatan Jumlah honorarium 
keanggotaan yang 

dapat diterima 

1. Pejabat Eselon II 2 

2. Pejabat Eselon III 3 

3. Pejabat Eselon IV, pelaksana, 
dan pejabat fungsional 

5 
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1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan. 

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat 
dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan 

suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati 
atau Sekretaris Daerah. 

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan 
honorarium adalah sebagai berikut: 
a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; 

b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah: 
1) dengan mengikut sertakan instansi pemerintah di luar 

pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang 
ditandatangani oleh Bupati; atau 

2) antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tim yang 
ditandatangani oleh sekretaris daerah. 

c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu 

diprioritaskan; 
d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi 

bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-
hari; dan 

e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 
 
1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. 

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi 
tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk 

menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim 
pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari tim pelaksana kegiatan. 
Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk 
untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan 

oleh Sekretaris Daerah. 
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai 

berikut: 
a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana 

kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau 
b. paling banyak 7 (tujuh)orang untuk tim pelaksana 

kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. 

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 
(tiga) tahun berturut-turut, harus dilakukan evaluasi 

terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud 
untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu 

Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara. 

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli. 

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli 
diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur 

sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan 
memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan 

keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat 
penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan selama yang 
mengundang atau memanggil tidak memberikan 

honorarium, pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat 
diberikan honorarium dimaksud. 
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1.6.2. Honorarium Beracara. 

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, 
pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 

diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah 
dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas 

tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan 
tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. 

1.7. Honorarium Rohaniwan. 

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang 
ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam 

pengambilan sumpah jabatan. 
1.8. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola 

Teknologi Informasi, dan Pengelola Website 
1.8.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal. 

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada 

penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan 
pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu 

umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa 
struktur organisasi tersendiri. 

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau 
internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra 
bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima 

ratus ribu rupiah) per orang per jurnal. 
1.8.2. HonorariumTim Penyusunan Buletin atau Majalah. 

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat 
diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau 

majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang 
berwenang. 

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan 
jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut 
diketahui pembaca. 

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah 
berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang 

diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga 
atau kelompok profesi tertentu. 

1.8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website. 
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website 
dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis 

(tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan 
kepala daerah. 

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah 
daerah. 

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah 
merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah 

diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan 
honorarium dimaksud. 

1.8.3. Honorarium Penulis Artikel. 

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website 
diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam 

penulisan artikel pada jurnal/ buletin/ majalah/ website 
sebagaimana dimaksud pada angka 1.8.1, angka 1.8.2, dan 

angka 1.8.3. 
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1.9. Honorarium Penyelenggara Ujian. 

Honorarium penyelenggaraujian merupakan imbalan yang 
diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, 

penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai 
dengan kewenangan pemerintah daerah. 

1.10. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten. 
Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau 
kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal 

yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang 
bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, 

soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil 
negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes 

bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, 
soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen 
pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan 

pemerintahan daerah. 
1.11. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan 
kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan 

Bupati. 
Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. 

1.12. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah. 

a. Honorarium Pengurus Barang MilikDaerah diberikan kepada: 
1) Pengurus Barang Pengelola,yaitu pejabat yang diserahi tugas 

menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan 
menatausahakan barang milik daerah pada 

PengelolaBarang; 
2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola,yaitu pengurus 

barang yang membantu dalam penyiapan administrasi 

maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada 
PengelolaBarang; 

3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang 
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, 

menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna 
Barang; 

4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus 

barang yang membantu dalam penyiapan administrasi 
maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada 

Pengguna Barang; 
5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum 

yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang 
milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 

b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan 
fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, 

pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud. 
c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah 

diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud. 
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2. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS. 

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun Perencanaan Kebutuhan 
biaya pengadaan kendaraan din as pejabat, kendaraan operasional 

kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta 
kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang 

pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. 
Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan 
bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya 

pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan 
pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah 

terkait fasilitas KBLBB. 
 

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN 
3.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan. 

Satuan biaya perneliharaan gedung atau bangunan merupakan 

satuan biaya yang digunakan untuk menyusun Perencanaan 
Kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna 

menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar 
tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat 

kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai 
bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau 
bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang undangan. 
Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan 

gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau 
bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman. Satuan 

biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dialokasikan untuk: 
a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau 
b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau 

dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur 
tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk 

melakukan pemeliharaan. 
3.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas. 

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas 
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun 
Perencanaan Kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional 

kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan 
kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai 

sesuai dengan peruntukannya. 
Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau 

pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai 
(KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda 
Nomor Kendaraan (STNK), yang besarannya mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan 

dinas dengan ketentuan satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi: 
1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya 

pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan 
dari daftar inventaris; dan/ atau 

2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau 

overhaul. 
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3.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor 

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya 
yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor 

(yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan 
kursi), personal computer/laptop/notebook, printer, AC, dan genset 

agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). 
Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan 
bakar minyak. 

Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan 
penggantian toner. 
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